
BUPATI JOMBANG 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI JOMBANG 

NOMOR 27 TAHUN 2019 

TENTANG 
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 

DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
KABUPATEN JOMBANG 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI JOMBANG, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (5), Pasal 
16 ayat (4) dan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten 
Jombang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan 
Pendidikan, perlu mengatur Pedoman Penyelenggaraan 
Pendidikan Anak Usia Dini di Lingkungan Dinas "Pendidikan dan 
Kebudayaan Kabupaten Jombang dalam Peraturan Bupati; 
L Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ten tang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4301); 

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4586); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5670); 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib 
Be1ajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4863); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 91); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
194) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 N omor 107); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 
Penge101aan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 
Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara tahun 
2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentartg. 
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 
(Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 6215); 

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 
2009 tentang Pendidikan Inklusi bagi Peserta Didik yang 
Mengalami Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan atau 
Bakat Istimewa; 

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 
Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional 
Pendidikan Anak Usia Dini; 

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 
Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 
Pendidikan Anak Usia Dini; 

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomer 84 
Tahun 2015 tentang Pendirian dan Penutupan Satuan 
Pendidikan Anak Usia Dini; 

15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 
Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak 
Usia Dini; 

16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor, 25 
Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha 
Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan 
Kebudayaan; 

17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 
Tahun 2018 tentang Standar Pe1ayanan Minimal Bidang 
Pendidikan; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2016 
tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah" 
Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 9/E, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 
9/E); 



3 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PEDOMAN 

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI 
LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
KABUPATEN JOMBANG. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasall 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Jombang. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang. 
3. Bupati adalah Bupati Jombang. 
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 

Jombang. 

5. Pendidikan Anak Usia Dini yang se1anjutnya disingkat PAUD 
adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak 
sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang 
dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk 
membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan 
rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki 
pendidikan lebih lanjut. 

6. Satuan PAUD adalah Taman Kanak-Kanak/Roudhotul 
Atfal/Bustanul Athfal, Ke1ompok Bermain, Taman Penitipan 
Anak, dan Satuan PAUD Sejenis .. 

7. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disebut TK adalah 
salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan 
formal yang menye1enggarakan program pendidikan khusus 
bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) 
tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun. 

8. Roudhotul Athfal/Bustanul Athfal se1anjutnya disingkat 
RA/BA adalah lembaga pendidikari setingkat taman kanak­
kanak pada jalur pendidikan formal yang menye1enggarakan 
program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi 
anak usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun di bawah 
binaan Kementrian Agama. 

9. Ke1ompok Bermain yang se1anjutnya disingkat KB adalah 
salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal 
yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 
2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas 3 
(tiga) dan 4 (empat) tahun. 

10. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA 
adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan 
nonformal yang menye1enggarakan program pendidikan bagi 
anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan 
prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun. 
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11. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sejenis yang se1anjutnya 
disingkat SPS adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur 
pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program 
pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) 
tahun secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai 
layanan kesehatan, gizi, keagamaan, dan/atau kesejahteraan 
so sial. 

12. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur 
dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, 
pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. 

13. Pendidikan Non formal adalah jalur pendidikan diluar 
pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara 
terstruktur dan berjenjang. 

14. Pendidik PAUD adalah guru, tutor, guru pendamping, tutor 
pendamping, guru pendamping muda, tutor pendamping 
muda, dan/ atau pengasuh pada satuan PAUD yang bertugas 
merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan 
menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, 
pengasuhan, dan perlindungan anak didik. 

15. Tenaga kependidikan PAUD adalah pengawas/penilik, 
kepala, tenaga administrasi, petugas keamanan, dan/ atau 
petugas kebersihan pada satuan PAUD yang menjamin 
kelancaran, keamanan, dan kenyamanan penyelenggaraan 
PAUD. 

16. Standar Nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang 
sistem pendidikan dise1uruh wilayah hukum Negara 
kesatuan Republik Indonesia. 

17. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan 
mengenai tujuan, isi, dan bahan pengembangan serta 
carayang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 
kegiatan pengembangan untuk mencapai tujuan PAUD. 

18. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan 
kepada Pe1aku Usaha untuk memulai dan menjalankan 
usaha dan/ atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk 
persetujuan yang dituangkan dalam bentuk 
surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau 
Komitmen. 

19. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau 
Online Single Submission yang selanjutnya disingkat 
OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh 
Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan 
lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku 
Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. 

20. Lembaga Penge10la dan Penyelenggara OSS yang 
selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga 
pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman 
modal. 

BAB II 
MAKSUD, FUNGSI, DAN TUJUAN 

Pasa12 

Maksud penyelenggaraan PAUD adalah sebagai upaya 
peningkatan akses pelayanan pendidikan yang merata, bermutu, 
dan terjangkau dengan melibatkan peran serta masyarakat. 
























